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Pengadian Negeri Paangka Raya)

Telah melaksanakan penelitian untuk penulisan Skripsi sejak tanggal 4 Maret
2021 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini;

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai
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UN24.7/EP/2021 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;
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HASIL WAWANCARA

Daftar Pertanyaan:

¥

Bagaimana f{aktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam tindak
pidana narkotika ?

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika?

Apa perbedaan jumlah narkotika dapat mempengaruhi putusan hakim dalam tindak pidana
narkotika?

Apakah dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan putusan hakim yang
terdahulu?

Bagaimana menurut hakim akibat hukum yang dapat terjadi dari adanya disparitas pidana

dalam putusan hakim pada tindak pidana narkotika?

Daftar Jawaban:

i

Dalam setiap putusan perkara tindak pidana narkotika tidak ada yang sama persis, pasti
berbeda meskipun sedikit. Perbedaan itu kemudian menimbulkan perbedaan dalam
pertimbangan majelis hakim pada nantinya untuk menetapkan penjatuhan pidana.
Perbedaan background perkara dalam tindak pidana narkotika menyebakan perkara tindak
pidana narkotika yang sama ternyata sebenarnya berbeda. Pelaku tindak pidana narkotika
yaitu pengedar, penyalah guna narkotika, bandar, kurir, dan turut serta melakukan
peredaran tentunya penerapan hukumnya berbeda dalam tindak pidana narkotika. Pelaku
tindak pidana narkotika yang sudah pernah melakukan dan mengulangi lagi perbuatannya
(residivis) tentunya dengan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
narkotika penerapan hukumnya tentu berbeda.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu dalam persidangan ada perasaan

menyesal atau tidak, mengakui kesalahannya atau tidak. Majelis hakim



mempertimbangkan sebagai suatu kesempatan untuk kedua kalinya orang yang baru
melakukan perbuatan itu di berikan kesempatan memperbaiki diri maka hukumannya tidak
terlalu berat.

3. Perbedaan jumlah narkotika dan berat narkotika tentunya hukumnya berbeda.

4. Dalam sistem hukum Indonesia yurisprudensi itu menjadi tidak mengikat. Pendapat hakim
dalam persidangan lebih penting tapi apabila kekurangan sumber hukum maka dapat
menarik yuris sebagai yurisprudensi menjadi landasan hukum

5. Akibat hukum dari disparitas putusan hakim dalam tindak pidan narkotika yaitu hakim
menurut orang awam hakim terlihat tidak adil, pandangan masyarakat awam menjadi

minor, orang awam mengatakan tidak terjadinya kepastian hukum dalam putusan hakim.

Mengetahui, Palangkaraya, 4 Maret 2021
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